ABSTRAK

Skripsi dengan judul ‘“Analisis Mekanisme Pengawasan Dana Desa Terhadap
Pengelolaan Keuangan Dalam Program Pembangunan Desa Perspektif
Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 Dan Fikih Siyasah (Studi Kasus Desa
Tambakrejo Kecamatan Sumbergempol)” ini ditulis oleh Nela Ayu Khoimatul
Khoimah,NIM.1860103223282,dengan pembimbing Yusron Munawir,S.H.I., M.H.
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Mekanisme pengawasan merupakan bagian penting dalam program pembangunan
desa untuk mencapai pengelolaan yang transparansi dan akuntabel. Namun, masih
terdapat kasus penyalahgunaan dana desa yang menunjukkan adanya kekurangan
dalam pengawasan dan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik di
tingkat desa belum maksimal. Oleh karena itu, keadaan ini menunjukkan
perlunya pengawasan yang lebih efektif. Penelitian ini membahas rumusan masalah
mengenai mekanisme pengawasan Dana Desa terhadap pengelolaan keuangan
dalam program pembangunan di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbergempol
ditinjau dari perspektif Permendagri No. 73 Tahun 2020 Dana Desa dan fikih
siyasah, serta mekanisme pengawasan oleh pihak internal dan eksternal.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-
empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian
dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan landasan hukum meliputi
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dana desa di Desa
Tambakrejo secara prosedural, meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban dengan melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan
Desa (BPD), inspektorat, dan masyarakat. Namun dalam praktiknya masih
ditemukan kendala seperti Masyarakat masih belum sepenuhnya terlibat dalam
pemantauan dana desa dan belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai
rincian pembagian anggarannya, peran BPD lebih bergantung pada musyawarah
tanpa pemeriksaan dilapangan, serta pengawasan oleh Inspektorat belum maksimal
karena terbatasnya jumlah sumber daya manusia, sehingga tidak bisa menjangkau
pengawasan sejak awal dan pengawasan cenderung dilakukan setelah menerima
laporan mengenai dugaan penyimpangan. Ditinjau dari perspektif fikih siyasah,
pelaksanaan pengawasan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah
(pengelolaan dana desa belum sepenuhnya dijalankan secara jujur dan
transparansi), Keadilan (ketidakmerataan dalam distribusi pembangunan), A/-
maslahah (karena lemahnya pengawasan membuka peluang penyimpangan yang
merugikan publik),dan hisbah (belum maksimal karena pengawasan dilakukan
setelah ada laporan penyimpangan). Sebagaimana diamanatkan dalam Surah An-
Nahl ayat 90. Sehingga pengawasan masih belum didukung dengan nilai moral
pemerintahan islam.
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ABSTRACT

The thesis entitled "Analysis of Village Fund Supervision Mechanisms on Financial
Management in Village Development Programs from the Perspective of Minister of
Home Affairs Regulation Number 73 of 2020 and Figh Siyasah (Case Study of
Tambakrejo Village, Sumbergempol District)" was written by Nela Ayu Khoimatul
Khoimah, NIM. 1860103223282, with supervisor Yusron Munawir, S.H.I., M.H.
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Oversight mechanisms are an essential part of village development programs to
achieve transparent and accountable management. However, there are still cases of
misuse of village funds, indicating shortcomings in oversight and the suboptimal
implementation of good governance principles at the village level. Therefore, this
situation indicates the need for more effective oversight. This study discusses the
problem formulation regarding the Village Fund oversight mechanism for financial
management in development programs in Tambakrejo Village, Sumbergempol
District, reviewed from the perspective of Village Fund oversight regulations and
figh siyasah, as well as oversight mechanisms by internal and external parties..

The research method used was qualitative with a juridical-empirical approach. Data
were obtained through interviews, observation, and documentation, then analyzed
descriptively using legal frameworks including Law Number 6 of 2014 concerning
Villages, Minister of Home Affairs Regulation Number 73 of 2020 concerning
Supervision, and Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018
concerning Village Financial Management.

The results indicate that the village fund oversight mechanism in Tambakrejo
Village 1is procedural, encompassing the planning, implementation, and
accountability stages, involving the village government, the Village Consultative
Body (BPD), the inspectorate, and the community. However, in practice, obstacles
are still found, such as the community is still not fully involved in monitoring
village funds and does not have sufficient understanding of the details of the budget
distribution, the role of the BPD is more dependent on deliberation without field
inspection, and supervision by the Inspectorate is not optimal due to the limited
number of human resources, so that it cannot reach supervision from the beginning
and supervision tends to be carried out after receiving reports of alleged
irregularities. Viewed from the perspective of figh siyasah, the implementation of
supervision has not fully reflected the principles of amanah (village fund
management has not been fully carried out honestly and transparently), Justice
(inequality in the distribution of development), Al-maslahah (because weak
supervision opens up opportunities for irregularities that harm the public), and
hisbah (not yet maximal because supervision is carried out after there are reports of
irregularities). As mandated in Surah An-Nahl verse 90. So that supervision is still
not supported by the moral values of Islamic governance.
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